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ABSTRAK

Penclitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-
MULIV/2000 mengenai Pembiayaan Mudharabah di Baitul Maal Wattamwil, Metode penelitian yang
digunakan adalah studi kasus dengan analisis deskripul kualitatil berdasarkan data observasi,
wawancara, dan sindi kepustakaan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah
merupakan kerjasama di mana shahibul maq! menyediakan seluruh modal dan mudharib mengelola
usaha dengan pembagian keuntungan yang disepakati. Ada 10 poin norma dalam fatwa tersebut,
antara lain pembiayaan sepenuhnya dari LKS, ketentuan pengelolaan dan pembagian keuntungan
berdasarkan kesepakatan, serta kewajiban dan hak dari kedua belah pihak. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa implementasi fatwa umumnya sudah dilakukan dengan baik, kecuali dalam hal
penanganan kerugian, di mana BMT belum sepenuhnya menanggung kerugian yang dialami
meclharib.

Kata Kunci : Baitul Maal Wattamwil, Fatwa DSN MUL, Mudharabah.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of DSN MUI Farwa No. O7/DSN-MUIIV/2000
concerning Mudharabah Financing in Bainul Maal Wanamwil (BMT ). The research method employed
is o case study with qualitative descriptive analvsis based on observational data, interviews, and
literature review. The findings indicate that mudharabah financing is a parinership where the
shahibul mal provides all the capital, and the mudharib manages the business, with profit-sharing
agreed upon by both parties. The fatwa outlines 10 key norms, tneluding full financing by Islamic
Financial Institutions (LKS), terms of management and profit-sharing based on mumal agreement, as
well as the rights and obligations of both parties. The study reveals that the fanwa's implementation
has generally been well-executed, except in handling losses, where BMTs have not fully borne the
losses incurred by the mudharib.

Keywords : Baitul Maal Wattamwil, Contract, DSN MUI Fatwa, Mudharabah.
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PENDAHULUAN

Dalam khazanah keilmuan ekonomi
svariah, secara umum perpindahan harta dari
satu  pihak kepada pihak lainnya dibagi
menjadi dua cara, yakni melalui cara yang
bersifat bisnis transaksional (husiness based)
dan cara yang sifatnya sosial (social based)
dan tolong menolong (Amalia, 2009). Diantara
akad yang berbasis bisnis dapat digolongkan
menjadi beberapa bagian, yakni akad dengan
sifat jual beli (murabahah, istisnha, salaom dan
ashharf), akad berbasis kerjasama kemitraan
(mudharabah, musyarakah dan derivasinya),
akad berbasis sewa dan jasa (ifarah. IMBT.
dan lain-lain), akad berbasis keamanan atau
penjaminan, berbasis komisi dan lain lain.
Sementara akad berbasis sosial diantaranya
adalah zakat, wakaf, fabarru, dan lain-lain
(Fitriansyah, 2021).

Dalam cra modern ini. perkembangan
lembaga keuangan syariah di  Indonesia
mengalami  pertumbuhan  yang  signifikan.
Salah satu bentuk lembaga keuangan syariah
yang berperan penting dalam perekonomian
masyarakat adalah Baitul Maal wat Tamwil
(BMT). BMT memiliki peran ganda sebagai
lembaga keuangan dan lembaga sosial yang
membantu  masyarakat  dalam  mengatasi
berbagai masalah ekonomi, khususnya dalam
memberikan solusi pembiayaan yang berbasis
syariah (Harahap & Ghozali, 2020).

Salah satu produk pembiayaan yang
sering digunakan oleh BMT adalah akad
mudharabah  (Bagi  Hasil). Mudharabah
merupakan bentuk kerja sama antara pemilik
modal (shahibul maal) dan pengelola usaha
(mudharib) di mana keuntungan usaha akan
dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Akad
ini telah diatur dalam fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI) vang memberikan pedoman
pelaksanasnnya sesuai dengan prinsip-prinsip
syariah. Sebagian Ulama figih menyebutkan
kata mudharabah yang sering juga disebut
Qiradh arti harfiahnya yaitu memotong. Hal
ini karena seorang pemilik modal memotong
sebagian  hartanya agar diperdagangkan
dengan keuntungan dibagi dua. Sedangkan
secara istilah mudharabah merupakan akad
kerja sama antara dua pihak, yakni antara
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pihak pemilik modal yaitu pihak pertama yang
dikenal dengan istilah sohibul maal yang
menyediakan seluruh modal atau dana usaha,
dengan pihak kedua sebagai pihak yang
menjalankan  usaha  dengan  kemampuan
usahanya yang dikenal dengan istilah
mudharrib (Muslimin & Jafar,2019),

Pada  praktik  usaha
Keuangan  Mikro Syuriah, termasuk
diantaranya adalah Koperasi Syariah dan
Baitul Maal Wattanwil (BMT) juga memiliki
beragam produk dengan skema berdasarkan
akad-akad yang disecbutkan di atas. Lembaga
keuangan ini  menyalurkan dana  yang
bersumber dari simpanan anggota atau dana
titipan penyertaan modal dari pihak ketiga
yang bekerjasama melalui program
pembiayaan yang diperuntukkan bagi anggota
koperasi/BMT atau nasabah non anggota
dengan  spesifikasi tertentu. Diantara akad
yang digunakan dalam program penyaluran
dana pembiayaan dimaksud adalah dengan
mengeunakan akad mudharabah. Dalam hal
ini Koperasi Syariah dan BMT berposisi
sebagai sohibul maal sementara nasabah baik
anggota maupun non anggota penerima
pembiayaan berkedudukan sebagai mudharrib
yang saling bersepakat untuk menunaikan
prestasi bekerjasama dengan pola bagi hasil
yang seluruh prosesnya  didasarkan pada
prinsip perjanjian secara umum sehagaimana
yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
BAR Il Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
(Sholihah dan Suhendar, 2019) lebih khusus
norma yang terdapat dalam fatwa DSN MUI
sebagai landasan utamanya berikut dengan
adanya peran pengawasan dari Dewan
Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan
terimplementasikannya norma dan nilai yang
dimuat dalam farwa yang terkait (Taufiq.
2020) bandingkan dengan (Inayah et al, 2019).

Fatwa MUl tentang  mudharabah
memberikan landasan hukum dan operasional
bagi lembaga keuangan syariah. termasuk
BMT, dalam menjalankan  aktivitasnya
(Junaedi & Nazah, 2021). Namun, dalam
praktiknya, pencrapan fatwa tersebut sering
menghadapi berbagai tantangan dan kendala,
baik dari sisi pemahaman masyarakat,

Lembaga
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keterbatasan sumber daya manusia  yang
kompeten, maupun dari sisi regulasi dan
pengawasan (Winario & Fuaddi, 2020). Dalam
penclitian ini yang dijadikan sebagai pisau
analisis adalah Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-
MUV /2000 tentang Pembiayaan
Mudharabah (Qiradh) dimana fatwa tersebut
menetapkan hahwa : keuntungan mudharabah
adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan
dari modal: syarat keuntungan yang harus
dipenuhi  yaitu;  harus  diperuntukkan  bagi
kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya
untuk  satu  pihak, bagian keuntungan
proporsional bagi setiap pihak harus diketahu
dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati
dan  harus dalam bentuk nishah dengan
keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan
nisbah harus berdasarkan kesepakatan, dan
pengelola tidak boleh menanggung kerugian
apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan

disengaja,  kelalaian, atau  pelanggaran
kesepakatan,
Salah  satu  BMT yang dijadikan

sebagai objek penelitian dalam hal ini adalah
BMT Dana Ukhwuwwah yang berdomisili di
Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.
Data yang didapatkan sementara ini bersumber
dari laporan pembiayaan BMT Ukhwuwwah
Periode tahun 2018 sampai dengan 2022. Dari
laporan tersebut didapatkan informasi bahwa
dari lima akad pembiayaan (akad Murabahah,
Musvarakah, Ba'i Bitsman 'Ajil, Mudharabah
dan  Al-Qard), wkad yang mengalami
penurunan signifikan baik dari jumlah maupun
nilai transaksinya adalah akad mudharabah.
vakni senilai Rp. 1300151000 pada tahun
2018, dan menurun menjadi Rp. 155.151.000
pada tahun 2019 dan selanjutnya sama sckali
tidak ada transaksi pembiayaan sejak tahun
2020 sampai dengan 2022. Hal terscbut
merupakan sebuah keniscayaan yang layak
dipertanyakan. Apakah terhentinya penyaluran
akad tersebut diakibatkan oleh kondisi
ekonomi maysaarakat yang terkena dampak
pasca Covid 19, atau justru karena faktor
internal BMT yang ridak menerapkan nilai-
nilai serta norma yang terdapat di dalam Fatwa
DSN MUI No. 07/DSN-MULTV/2000 tentang
Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) yang pada
akhirnya masyarakat dalam hal ini nasabah
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merasa diperlakukan secara tidak adil atau
bagaimana sebetulnya penerapan norma yang
terdapat dalam fatwa terkait mudharabah
dalam praktik pembiyaan berbasis akad
mudharabah pada BMT Dana Ukhwuwwah
yang mana peneliti akan mengelaborasinya
dalam penelitian ini.

TINJAUAN PUSTAKA
Koperasi Syariah dan Baitul Maal
Wattamwil

Menurut  Undang-Undang No 25

Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, koperasi
dapat diartikan scbagai scbuah badan usaha
yang beranggotakan sekumpulan orang yang
kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi
sckaligus sebagai gerakan ckonomi kerakyatan
yang berasas kekeluargaan. Dalam praktiknya
badan usaha dimaksud merupakan kegiatan
yanag dikhususkan untwk mendapatkan
keuntungan yang secara khusus diperuntukan
bagi anggota koperasi scbagai pemilik
sekaligus sebagai pengeuna layana koperas,
baik keuntungan secara langsung berupa Sisa
Hasil Usaha maupun keuntungan tidak
langsung berupa pelayanan, harga yang

kompetitif dan jaringan usaha (Arifin, 2013).

Senada dengan pengertian koperasi
schagaimana dinyatakan undang-undang di
atas, koperasi syariah dengan demikian dapat
diartikan sebagai koperasi yang dalam
menjalankan operasi dan usahanya
menndasarkan pada prinsip-prinsip syariah
(Nurjamil & Nurhayati. 2019). Dalam dunia
bisnis perkoperasian, selain koperasi syariah
dikenal pula sebuah lembaga yang memiliki
hubungan sangar erat dengan koperasi. yaitu
Baitul Maal Wattamwil yaitu sebuah lembaga
keuangan dengan konsep syariah yang lahir
sebagai pilihan yang menggabungkan konsep
baiiul maal dan  baitul tamwil dalam satu
kegiatan lembaga. Konsep baitul maal lahir
dan  menjadi  bagian  dari  kehidupan
masyarakat Muslim dalam hal menghimpun
dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan
shadagah (Z1S) secara produktif. Sedangkan
konsep baitul tamwil lahir untuk kegiatan
bisnis  produktif  yang  murni  untuk
mendapatkan  keuntungan dengan  sektor
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masyarakat menengah ke bawah (mikro)
{Masyithoh, 2014).

Koperasi Syariah dan BMT (Baitui
Maal wat Tamwil) merupakan dua lembaga
keuangan yang beroperasi  berdasarkan
prinsip-prinsip syariah Islam dan memiliki
peran penting dalam pengembangan ekonomi
syariah di Indonesia. Koperasi syariah adalah
bentuk koperasi yang beroperasi berdasarkan
prinsip-prinsip syariah dengan tujuan untuk
memenuhi kebutuhan ekonomi anggota secara
adil dan  sesuai dengan nilai-nilai  Islam.
Prinsip dasar koperasi ini meliputi kerjasama.
keadilan, transparansi, dan tidak adanya riba.
Usaha yang dilakukan koperasi syariah
meliputi  simpan  pinjam.  jual  beli
(murabahak), sewa (ifjarah), dan bagi hasil
(mudharabah dan musvarakah), dengan fokus
utama pada kescjahteraan ckonomi anggota
dan  solidaritas  sosial  di  antara mereka
(Marlina & Pratama, 2017).

Sementara itu, BMT adalah lembaga
keuangan mikro syariah yang memiliki fungsi
sanda sebagai pengelola dana sosial (Baitul
Maal) dan pengelola dana komersial (Baitul
Tamwil). BMT berfungsi untuk membantu
masyarakat dengan menyediakan pembiayaan
yang scsuai dengan prinsip syariah serta
mengelola dana sosial seperti zakat, infak,
sedekah, dan wakaf. Prinsip dasar BMT
meliputi prinsip syariah. kesejahteraan sosial,
keadilan, serta pengelolaan dana sosial dan
komersial secara berimbang. Selain
menyediakan pembiayaan syariah, BMT juga
mengumpulkan dan menyalurkan dana sosial,
serta menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk  tabungan dan  deposito  syariah
(Nurkhaerani, 2020) bandingkan dengan
(Dasopang. 2023).

Perbedaan antara Koperasi Syariah dan
BMT terletak pada fungsi, jenis usahz,
keanggotaan, pendanaan, dan regulasi.
Koperasi Syariah lebih berfokus pada usaha
bersama untuk kesejahteraan ekonomi anggota
dan diatur oleh Undang-Undang
Perkoperasian, sedangkan BMT
menggabungkan fungsi sosial dan komersial
untuk memberdayakan ekonomi masyarakat
luas serta diatur oleh regulasi keuangan mikro
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syariah dan  fatwa MUIL  Meski memiliki
beberapa kesamaan dalam prinsip-prinsip
dasar syariah, Koperasi Syariah dan BMT
menjalankan peran yang berbeda namun saling
melengkapi dalam pengembangan ekonomi
syariah di Indonesia.

Pengertian Akad Mudharabah

Akad bisnis syariah merupakan
perjanjian  atau kontrak yang dilakukan
berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam,
yang mengatur segala bentuk transaksi
bisnis untuk mengejar keuntungan sesuai
dengan ketentuan syariah. Prinsip utama

dalam akad ini melarang unsur  riba
(bunga), gharar (ketidakpastian), dan
maisir  (perjudian)  (Budiwati, 2018).

Beberapa jenis akad bisnis syariah yang
umum meliputi murabahah, yaitu transaksi
jual beli di mana penjual menyebutkan
harga perolehan barang dan margin
keuntungan  vang  diinginkan  secara
transparan; mudharabah, yaitu Kerjasama
antara pemilik modal dan pengelola usaha
dengan pembagian keuntungan berdasarkan
nishah yang disepakati; musvarakah, yaitu
kemitraan di mana dua pihak atau lebih
menggabungkan modal dan  membagi
keuntungan serta  kerugian sesual  porsi
modal masing-masing:  {arah,  yaitu
perjanjian sewa menyewa barang alau jasa;
istisna’,  yaitu pemesanan  pembuatan
barang dengan kriteria tertentu  yang
disepakati antara pembeli dan penjual; dan
salam, yaitu jual beli di mana pembeli
membayar harga barang di muka untuk
pengiriman barang di masa depan dengan
spesifikasi yang jelas.

Akad berasal dari bahasa Arab, al-
agd yang berarti perikatan, perjanjian,
persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga
bisa di artikan tali yang mengikar karena
akan adanya ikatan antara orang yang
berakad (Supriyatni B. & Fauji. 2017).
akad menurut istilah fikih yang bersifat
khusus  mencakup  seluruh  akad-akad
maliyah yang dilaksanakan oleh dua belah
pihak atau lebih seperti akad jual beli,
fjarah. gadai dan lain sebagainya. serta
akad-akad gair malivah seperti akad nikah
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dan lain-lain  (Sholihah dan Suhendar,
2019)  Secara  istilah  figih, akad
didefinisikan ~ dengan  pertalian  gab

(pernyataan pencrimaan ikatan) daa qabul
(pernyataan penerimaan  ikatan) sesuai
dengan kehendak syariat yang berpengaruh
kepada objek perikatan (Amalia, 2022).
Pencantuman  kata-kata  yang  “sesuai
dengan kehendak syariat” maksudnya
bahwa scluruh perikatan yang dilakukan
oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap
sah apabila tidak sejalan dengan kehendak
svara.  Misalnya, kesepakatan untuk
melakukan transaksi riba, menipu orang
lain, atau merampok kekayaan orang lain.
Adapun pencantuman kata-kata
“berpengaruh kepada objek perikatan”
maksudnya adalah terjadinya perpindahan
pemilikan dari satu pihak (yang melakukan
ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan
gabul). Bandingkan dengan (Anita, 2019).

Secara etimologis  mudharabah
mempunyai arti berjalan di atas bumi
dengan makna lain dalam bidang usaha
tertentu. Sedangkan secara terminologis.
mudharabah  didefinisikan oleh Wahbah
Zuhaili sebagai berikut @ “Mudharabah
adalah akad penyerahan modal oleh si
pemilik  kepada  pengelola  untuk
diperdagangkan dan keuntungan dimiliki
bersama antara keduanya sesuai dengan
persyaratan yang mercka buat.” Adapun
definisi mudharabah  menurut Pasal 20
ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah, mudharabah adalah kerja sama
antara  pemilik  dana  dengan pengelola
modal untuk melakukan usaha tertentu
dengan pembagian keuntungan berdasarkan
nishah.

Secara teknis mudharabah diartikan
scbagai kerjasama usaha antara dua pihak
dimana  pihak  pertama  menvediakan
seluruh  modal uvsaha sedangkan pihak
lainnya menjadi pengelola. Keuntungan
usaha dibagi menurut kesepakatan yang
tertuang  dalam  kontrak, sedangkan
kerugian ditanggung sccara proporsional
dari jumlah modal, yaitu oleh pemilik
modal. Kerugian yang timbul disebabkan
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oleh kecurangan atau kelalaian pengelola
maka pengelola harus bertanggungjawab
atas  kerugian tersebut, Secara  umum,
mudharabah terbagi menjadi dua jenis
yaitw,  mudharabah  muthlagoh  dan
mudharabah  mugayvadah. Mudharabah
muthlagah vaitu bentuk kerjasama antara
shahibul  mal  dan mmdharib - yang
cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi
oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan
daerah bisnis. Sedangkan mudharabah
mugayvadah  adalah  kebalikan  dari
mudharabah  murhlagah, dimana  si
mudharib dibatasi dengan jenis usaha,
waktu dan tempat usaha. Aplikasi
mudharabah  pada perbankan, biasanya
diterapkan pada produk-produk pendanaan
dan pembiayaan. Pada sisi pendanaan,
mudharabah diterapkan pada produk giro,
tabungan dan diposito.

Dasar Hukum Akad Mudharabah
1) Al-Qur:an
Surah Al-Muzammil (73) ayat 20 :
18 mf g B L EE o g
S5 o G pas SLT Ay &5 ) @

. 5 a PR a8 - =i
Gl Ga Galbg Jasly saazany JoJI
L a2 Lt page Bions
o ol Ao S I Sas dly Slas
o, B2 PR Fh il 2
ot e Lo lge BU Taole OO g s
¢ P £ L o
o s O ol gle oliall

A R (T
or O 2ol 3 Ospee 09155

Iptesalialllmdly aoe i Glssdl
a5 Bos Gt 1,50 ag
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Artinya “Sesungguhnva  Tuhanmu
mengetahui - bahwasanya  kamu  berdiri

(sembahvang) kurang dari dua pertiga

malam, atau  seperdua  malam  atau
sepertiganya  dan  (demikian  pula)
segolongan  dari  orang-orang  yang

bersama  kamu. dan  Allah  menetapkan
ukuran malam dan siang. Allah mengetahui
babwa  kamu  sekali-kali  tidak  dapat
menentukan batas-batas waktu-waktu itu,
Muaka Dia memberi keringanan kepadamu,
karena i bacalah  apa  vang  mudah
thagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui
bahwa akan ada di antara kamu orang-
orang vang sakit dan orang-orang yang
berjalan di muka bumi mencari sebagian
karunia Allah; dan orang-orang vang lain
lagi berperang di jalan Allah, Maka
bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al
Quran dan  dirtkanlah  sembahiyang,
tunaikaniah zakat dan berikanlah pinjaman
kepada Allah pinjaman vang baik. dan
kebaikan apa saja yang kamu perbuat
untuk dirimit niscaya kamu memperoleh
(healasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan
yang paling baik dan yang paling besar
pahalanya. dan mohoniah ampunan kepada
Allah;  Sesunggubnya  Allah  Maha
Pengampun lagi Maha Penyayvang.” (Q.S.
Al-Muzammil ayat 20)

Surah Al-Jumuah (62) ayat 10:
E o T - Lk e s
oY @ 120 syllall e lal 3B

G 55 A S T

Artinya " Apabila relah ditunaikan shalar,
maka bertebaranlah kamu di muka bumi;
dan carilah karunia Allah dan ingatiah
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Allah banyak-banvak agar  kamu
beruntung.” (Q.8. Al Jumua’ah avat 10)

Dari ayat di atas terkandung makna
yang mendorong untuk melakukan usaha
atas dasar mencari karunia Allah SWT.
Hadits
Hadis yang diriwayatkan oleh Shuhaib .
Dari  Shuhaib R.a bahwa Nabi SAW
bersabda : Ada tiga perkara vang di
defamnya  terdapat keberkahan: (1) jual
beli tempo,(2) mugaradhah (3) mencampur
gandwm dengan jagung untuk makanan di
rumah  bukan wuntuk dijual. (HR. lbnu
Majah)

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik:

2)

Dari *Ala bin Abdurrahman dari ayahnya
dari kakeknya bahwa ‘Utsman bin ‘Affan
memberinya  harta dengan cara giradh
vang dikelolanya, dengan  ketentuan
keuntungan dibagi  di  antara  mereka

berdua. (HR. Imam Malik)

Dari ayat Alquran dan Hadis di atas
menunjukkan kejelasan bahwa hukum dari
mudharabah adalah akad yang dibolehkan.

Pada hadis pertama menjelaskan  pula
bahwa mudharabah merupakan suatu
keberkahan, karenma dapat memberikan

pekerjaan bagi orang lain. Tidak hanya dari
Alquran dan Hadis, kebolehan mudharabah
dapat  di-givas-kan  dengan  kebolehan
praktik musagah (bagi hasil dalam bidang
perkebunan). Selain itu, kebolehan praktik
mudharabah merupakan ifma " ulama.

Syarat dan Rukun Mudharabah

Menurut ulama mazhab Hanafi,
rukun  mudharabah  hanyalah  fjab
(ungkapan  penyerahan  modal  dar

pemiliknya) dan kabul (ungkapan penerima
modal dan persetujuan pengelola modal
dari pedagang). Sedangkan menurut ulama
Syafi'iyah rukun giradh atan mudharabah,
ada enam vaitu:

1) Pemilik  barang
barang-harangnya.

yang menyerahkan
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2) Orang yang bekerja, vaitu mengelola
harta yang diterima dari pemilik barang.
3) Akad mudharabah, dilakukan oleh

pemilik dengan pengelola barang.
4) Maal . yaitu harta pokok atau modal.

5) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta
hingga menghasilkan laba.

6) Keuntungan.

Menurut  Pasal 232 (kerjasama
dalam modal dan usaha) Kompilasi Hokum
Ekonomi Syariah. rukun mudharabah ada
tiga, yaitu sebagai berikut.

1) Shahib al-mal/pemilik modal.
2)  Mudharib/Pelaku usaha.
3)  Akad.

Adapun  syarat untuk keabsahan
mudharabali  harus  dipenuhi  beberapa
syarat yang berkaitan dengan ‘agid. modal,
dan keuntungan.

1) Syarat yang berkaitan dengan ‘Aqid
‘Agid  baik  pemilik  modal maupun
pengelola harus crang yang mimiliki
kecakapan untuk memberikan kuasa dan
melaksanakan wakalah serta tasarruf.
‘Agidain tidak selalu harus Muslim. bisa
dilaksanakan oleh dzimmi musia ' man
yang ada di negeri Islam.

2) Syarat yang berkaitan dengan modal
Adapun syarat yang berkaitan dengan
modal sebagai berikut.

a) Modal harus berupa vang tunai,seperti
dinar, dirham, rupiah, atau dolar dan
sebagainya, sebagaimana halnya yang
berlaku dalam syirkah ‘inan.

b) Modal harus  jelas dan  diketahui
ukurannya. Apabila modal tidak jelas
maka mudharabah tidak sah.

¢) Modal harus ada dan tidak boleh
berupa utang. tetapi tidak berarti
harus ada di majelis akad.

d) Modal harus diserahkan kepada
pengelola, agar  dapat  digunakan
untuk kegiatan usaha.

3) Syarat  yang  berkaitan  dengan
keuntungan

a) Keuntungan harus diketahui
kadarnya.

b) Keuntungan harus merupakan bagian
yang dimiliki  bersama  dengan
pembagian secara nmishah  atau
persentase, misalnya setengah
setengah, sepertiga dan dua pertiga,
atau 40% : 60%. 35% : 65%, dan
seterusnya.

Menurut pasal 231 Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah, syarat mudharabah yaitu
sebagai berikut:

1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana
dan atau barang yang berharga kepada
pihak lain untuk melakukan kerja sama
dalam usaha.

2) Penerima  modal menjalankan usaha
dalam bidang yang disepakati.

3) Kesepakatan bidang usaha yang akan
dilakukan ditetapkan dalam akad.

Adapun  bentuk  Skema  Akad

Mudharabah tersebut adalah seperti gambar di
bawa ini :

Gambar 1. Skema Akad Mudharabah

| Mudharib ! Memberdan modal 1000 | Shatibal Manl |
| S

Bagi hasil 4%

KEUNTUNGAN

Bagi hasil (%

Perniagasn MODAL
[} beilian modal 1002
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Fatwa DSN MUI tentang Mudharabah

Fatwa Dewan Syariah Nasional
Majelis  Ulama Indonesia (DSN-MUID)
memegang peran penting dalam

pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.
Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-
MUI  berfungsi  sebagai panduan dan
landasan hukum bagi berbagai aktivitas
ekonomi dan keuangan yang dilakukan oleh

lembaga keuangan syariah,  seperti
perbankan, asuransi, pasar modal, dan

lembaga keuangan mikro. Dengan adanya
fatwa-fatwa ini, praktik bisnis dan transaksi
keuangan dapat dijalankan sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah, yang melarang riba
(bunga). gharar (ketidakpastian), dan maisir
(perjudian). Selain itu, fatwa DSN-MUI juga
memastikan bahwa produk dan layanan
keuangan vang ditawarkan memenuhi
standar  kehalalan  dan  keadilan  yang
ditetapkan dalam Islam (Novia, 2016).

Peran DSN-MUI  sangat  krusial
dalam memberikan kepastian hukum dan

kepercayaan  bagi  masyarakat  untuk
menggunakan produk keuangan syariah. Hal
ini, pada gilirannya, mendorong

pertumbuhan sektor ckonomi syariah di
Indonesia, meningkatkan inklusi keuangan,
dan  berkontribusi  pada  pembangunan
ckonomi yang lebih berkelanjutan dan adil.
Fatwa DSN-MUI juga mendukung inovasi
produk keuangan syariah, sehingga mampu
bersaing dengan produk konvensional dan
memenuhi kebutuhan pasar yang semakin
kompleks. Dengan demikian, DSN-MUI
melalui  farwa-fatwanya, tidak  hanya
menjaga integritas dan kepatuhan syariah
dalam praktik ckonomi, tetapi juga berperan
sebagai  pendorong utama  pertumbuhan
eckonomi svariah di Indonesia. Bandingkan
dengan (Muslimin et al, 2022).

Secara umum isi Fatwa DSN MUI
NO.OT/DSN-MULTV/2000 tentang
Pembiayaan Mudharabah dikemas dalam
bentuk tabel sebagai berikut:

No
1.

(]

1.

Tabel 1. Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Mudharabah
Fatwa DSN-MUI Tentang Pembi

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak
lain untuk suatu usaha yang produktif,

Moo Al Thal

Dalam pembiayaan mi LKS sebagai shohibul mal membiayai 100% kebutuhan suam
proyek (usaha), sedangkan nasabah bertindak scbagai mudharib atau penge lola usaha,

Tungka waktu vsuhatatacars pengambilan danadan pembagian keuntungan ditentukan
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha )

Mudharib boleh melakukan berbagai macam vsaha yang telah disepakati bersama dan
sesual dengan syariah, dan LKS tidak ikut sena dalam managemen perusahaan atau
proyek tetapn mempunyai hak untuk melakukan pembs dan L

P

Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan
piutang.

LEKS schbagai penyedia dana menanggung scmua kerugian akibat dact mudarabal kecuali
jika muedharib melakukan kesalahan yang disengaja.lalai, ataun menyalahi perjajian.

Pada prinsipnya. dalam pembiayaan mudharabah tdak ada jaminannamun agar
mudharib tidak melakukan penyimmpangan, LKS dapat meminta jaminan pada
milharih atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharif terbukti
melakukan pelanggaran perhadap hal-hal yang disepakati bersama dalam akad.

Kreterin pengusaha. prosedur pembiayain,dan mekanisme pembugian keuntungan diatur
oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN,

Biaya oprasional dibehankan kepada sadharih.

Dalam hal penyandung dana LKS tidak melakukan kcwaj'[.b.an atau melakukan
pelanggaran terhadap kesepakatanmudharib berhak mendapat ganti rugi atan biaya yang
telah di keluarkan,
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METODE PENELITTAN

Metode yang digunakan dalam
penclitian ini adalah deskriptif analisis yang
mengegambarkan  bagaimana imolementasi
norma Hukum Ekonomi Syariah diterapkan
dalam pembiayaan mudharabah pada Baitul
Meaal Wattamwi. Pendekatan yang digunakan
adalah dengan studi kasus (case study) dan
studi pustaka. Jenis data yang digunakan
adalah data kualitatif berupa data primer
vang diambil dari hasil observasi lapangan
berupa data keuangan, data nasabah, dan data
pembiayaan, wawancara mendalam dengan
pihak pengurus BMT dan melalui metode
studi kepustakaan untuk mendapatkan data
sckunder yang diambil dari sumber refercnsi
berupa Fatwa DSN MUI, buku referensi. dan
hasil penelitian berupa jurnal dan lain-lain
vang terkait yang selanjutnya diolah dan
dianalisis melalui beberapa tahap, yaitu tahap
interpretasi atau pemahaman mengenai data
vang diperoleh selanjutnya dianalisis secara
deskriptif dengan menggunakan pendekatan
kualitatif.

HASIL PENELITIAN
PEMBAHASAN

Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada
BMT Dana Ukhwuwwah

Dalam  pembahasan  imi peneliti
menguraikan hasil penelitian mengenai
pembiayaan akad mudharabah pada BMT
Dana Ukhuwah Cicalengka. Berdasarkan
obscvasi, wawancara dan catatan lapangan
dimana prosedur pembiayaan mudharabah
yang diterapkan koperasi BMT Dana
Ukhuwah Cicalengka merupakan
kerjasama antara BMT sebagai sheahibul
maal dan anggota sebagai mudharib,
dimana shahibul maal memberikan modal
kepada mudharib untuk dikelola oleh
mudharib melalui usaha dengan sistem bagi
hasil. Adapun nmishah bagi hasil yang
dilakukan pihak BMT adalah 30%:70%.
Untuk BMT scbagai shahibul maal 30%
dan  70% untuk mudharib.  Prosedur
pembiayaan mudharabah pada BMT Dana
Ukhwuwwah adalah sebagai berikut

DAN

a. Nasabah (mudharib)
pembiayaan  kepada pihak BMT
(shahibul maal) atas sualu  rencana
proyek wusaha. Kemudian diadakan
negosiasi  sampai  BMT  menyetujui
proyeksi yang diajukan oleh nasabah
dengan syarat dan analisis yang
ditetapkan oleh pihak BMT. Pada tahap
negosiasi tercapai kesepakatan berarti
sudah terjadi asas konsensualisme.

mengajukan

b. Perjanjian dibuat dengan perlengkapan
seluruh dokumen yang dibutuhkan. Pada
tahap ini data diartikan scbagai asas
formalisme. Di mana akad terjadi jika
sudah terjadi formalitas suatu perjanjian
sesuai demgan peraturan yang berlaku,
BMT sebagai shahibul maal (pihak
pertama), dan nasabah sebagai mudharib
(pihak kedua).

c¢. BMT menyalurkan dana pembiayaan
untuk proyek yang telah disepakati.

d. Nasabah menjalankan usaha
sebagaimana proposal usaha yang telah
disepakati

¢. Nasabah memberikan nisbah bagi hasil
atau nilai keuntungan sesuai dengan
nilai kontrak. Lazimnya dibayarkan
secara regular dalam interval per-bulan.

f. Perjanjian pembiayaan akad
miundharabah selesai sesual dengan nota
perjanjian  atau  sebagian  pihak
mengakhiri  dengan beberapa alasan

peraturan  atau  perundang-undangan
yang berlaku.

Kesesuaian Implementasi Prinsip
Syvariah Dalam Akad Pembiayaan
Mudharabah  Dihubungkan  dengan
Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-
MUL/IV/2000  tentang  Pembiayaan
Mudharabah

Berikut ini diuraikan mengenai
kesesuaian antara akad mudharabah yang
diterapkan pada BMT Dana Ukhwuwwah

dengan  Fatwa  MUI  NO.O7/DSN-
MULIV/2000 tentang Pembiayaan
Mudharabah -
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Tabel 2. Kesesuaian Implementasi Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan

Mudharabah
Ketentuan Fatwa DSN MUI Implementasi pembinyaan pada Sesuai Tidak
No Ne.07/Dsn-Mui/1v/2000 BMT Dana Ukhuwah Cicalengka Sesuai
Ketentuan pembiayaan
Pembiayaan mdharabain adalah Pembiayaan vang disalurkan oleh
pembiayaan yang di salurkan olch koperasi BMT Dana Ukhuwah
LKS kepada pilak lain untuk suatu kepada anggota adalah untuk usaha v
usaha yang produkuf yang produktif namun anggota
menggunakan dana untuk keperluan
lain.
Dalam pembiayaan ini LKS schagai BMT Dana Ukhuwah Cicalengka
shahibul maal membiayai 1009 memberikan modal 100% kepada
kebutuhan suatu proyek (usaha), anggola. v
sedanghin nasabah hertindak sebagui
mnnidhorih atan pengelola usaha,
Jangka waktu  usahatatacara  Jangka waktu yang diberikan BMT
pengambilan  dana,dan  pembagian  Dana Ukhuwah Cicalengka di
keuntungan  ditentukan  berdasarkan  tentukan pada saat akad berdasarkan v
kescpakatan kedua belah pihak (LKS  kescpakatan.
dengan pengusahi .
Mudharil bolch melakukan berbagai Mudharilh bebhas dalam melakukan
macam usaha yang telah disepakari usahanyu sesuai yang telah di
bersama dan sesuai dengan syariah, sepakatl pada saat akad, v
dan LKS tidak ikut serta dalam
managemen perusahaan atan proyek
tetapl mempunyal hak untuk
melakukan pembinaan dan
pengawasan.
Jumlah dana pembiayaan harus Pemberian modal berupa uang tunai
dinyatakan  dengan  jelas  dalam dan dinyatakan jelas dalam
bentuk tunai dan bukan piutang. melakukan akad.
v
LKS  sebagai  penyedia  duna Pada saat smudharib dalam keadaan
menanggung semua kerugian akibat rugi maka pihak BMT belum
dari  mwdarabah  kecuali jika sepenuhnya menanggung kerugian, v
mitidharih melukukan kesalahan yang
disengajadalai,  atau  menyalahi
perjajian.
Pada prinsipnya, dalam pembiayaan Pihak BMT tidak meminta jaminan
mudharabalr tidak ada apapun. v

jaminan,namun agar mudharib tidak
melakukan penyimmpangan, LKS
dapat  meminta jaminan  pada
minedharib atan pihak ketiga. Jaminan
i hanya dapat dicairkan apabila
mudlarib terbukti melakukan
pelanggaran perhadap hal-hal yang
disepakati bersama dalam akad.

Kreteria pengusaha, prosedur
pembiayaan,dan mekanisme
pembagian  keuntungan diatur olch

Pihak BMT sudah mengatur
mengenai prosadur pembiayaan dam
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LKS dengan memperhatikan  fatwa mekasisme pembagian keuntungan. v
DSN.
9 Biaya oprasional dibehankan kepada Dalam operasional mengenai usaha
mitidharib. vang dilakukan ditanggung oleh v
mutedhairiby,

10 Dalam hal penyandung dana 1TKS Pihak BMT memberikan ganti rugi

tidak  melakukan  kewajiban  atau kepada mudharib .

melakukan  pelanggaran  terhadap
kesepukatan mudharib berhak
mendapat ganti rugi atau biaya yang
telah di keluarkan.

Sumber : Qlahan Data Peneliti (2024)

Hasil penelitian mengenai
Ketentuan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-
MUIV/2000 tentang Pembiayaan
Mudharabah dengan ketentuan
pembiayaan mudharabah yang dilakukan
olech BMT Dana Ukhuwah terdapat
ketentuan yang belum sesuai dengan
Ketentuan Fatwa DSN MUI No.07/DSN-
MULIV/2000 tentang Pembiayaan
Mudharabah yaitu, pihak BMT belum
sepenuhnya menanggung kerugian apabila
mudharib dalam keadaan rugi. Sedangkan
menurut  Ketentuan  Fatwa DSN  MUI
bahwa LKS sebagai penyedia dana
menanggung semua kerugian akibat dari
mudarabah  kecuali  jika  mudharib
melakukan kesalahan yang disengaja, lalai,
atau menyalahi perjajian,

KESIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian dan
pengolahan data yang didapatkan baik data
primer maupun sckunder terkait, pencliti
dapat  menyimpulkan  bahwa  penerapan
prosedur pembiayaan akad mudharabah
pada BMT adalah akad kerja sama antara
dua belah pihak dimana pihak pertama
(shahibul mal) menyediakan seluruh modal
(1009, sedangkan pihak kedua
{mudharib) menjadi pengelola dimana pola
bagi hasil disepakati 30%:70%
sebagaimana  disepakati  para pihak.
Pembiayaan akad mudharabah  yang
diterapkan olch pihak BMT Dana Ukhuwah
belum benar-benar menerapkan
sepenuhnya yang sesuai dengan apa yang
ditetapkan dalam Fatwa DSN  MUI
NO.OV/DSN-MULTY /2000 tentang

Pembiayaan Mudharabah, yaitu dalam hal
terjadinya kerugian, dimana pihak BMT
belum dapat menanggung sepenuhnya
kerugian yang dialami oleh mudharib.
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